
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1863, 2016 BPKP. Perwakilan BPKP. Provinsi. Sumut. Provinsi 

Sumsel. Provinsi DKI Iakarta. Provinsi Jabar. 
Provinsi Jateng. Provinsi Jatim. Provinsi Sumsel. 

 

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN 

PEMBANGUNAN 

NOMOR 17 TAHUN 2016 

TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN  

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 

PROVINSI SUMATERA UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN,  

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, PROVINSI JAWA BARAT, 

PROVINSI JAWA TENGAH, PROVINSI JAWA TIMUR,  

DAN PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melanjutkan penataan organisasi dan tata kerja 

Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 

perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera 

Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi 

Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, dan 

Provinsi Sulawesi Selatan; 

 

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4890); 

  2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 400); 

  3. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan 

dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 1241); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN 

PEMBANGUNAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA 

PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN 

PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA, PROVINSI 

SUMATERA SELATAN, PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA 

JAKARTA, PROVINSI JAWA BARAT, PROVINSI JAWA 

TENGAH, PROVINSI JAWA TIMUR, DAN PROVINSI SULAWESI 

SELATAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Kepala Badan ini, yang dimaksud dengan: 

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang 

selanjutnya disingkat BPKP, merupakan aparat 

pengawasan intern pemerintah. 

2. Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan, yang selanjutnya disebut Perwakilan 

BPKP, adalah instansi vertikal BPKP yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP. 

3. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, 

adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 
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pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada 

instansi pemerintah. 

4. Pegawai ASN BPKP, yang selanjutnya disebut Pegawai, 

adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah 

dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat 

pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu 

jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya 

dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

5. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan 

tinggi pada instansi pemerintah.  

6. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang 

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 

publik serta administrasi pemerintahan dan 

pembangunan. 

7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang 

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 

fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 

keterampilan tertentu. 

8. Kepala BPKP adalah Pimpinan Tinggi Utama yang 

diangkat oleh Presiden Republik Indonesia dalam rangka 

menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan di 

bidang pengawasan keuangan dan pembangunan. 

9. Sekretaris Utama dan Deputi Kepala BPKP adalah 

Pimpinan Tinggi Madya yang diangkat oleh Presiden 

Republik Indonesia. 

10. Kepala Perwakilan BPKP adalah Pimpinan Tinggi Pratama 

yang diangkat oleh Kepala BPKP. 
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BAB II 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

 

Bagian Kesatu 

Kedudukan 

 

Pasal 2 

(1) Perwakilan BPKP berkedudukan di ibukota provinsi. 

(2) Perwakilan BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dipimpin oleh Kepala Perwakilan yang berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP. 

 

Bagian Kedua 

Tugas dan Fungsi 

 

Pasal 3 

Perwakilan BPKP bertugas: 

a. melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas 

keuangan negara dan/atau daerah atas kegiatan yang 

bersifat lintas sektoral; 

b. melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan 

umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri 

Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; 

c. melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari 

Presiden dan atau atas permintaan Kepala Daerah; 

d. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah pada wilayah kerjanya; 

dan 

e. melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi 

lain di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

Pasal 4 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3, Perwakilan BPKP menyelenggarakan fungsi: 
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a. pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan 

pemerintah daerah dan laporan akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah daerah; 

b. pemberian asistensi terhadap pengelolaan keuangan 

negara/daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha 

Milik Daerah dan kinerja Instansi Pemerintah 

Pusat/Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha 

Milik Daerah; 

c. pengawasan terhadap badan usaha milik negara, badan-

badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan 

pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas 

permintaan pemangku kepentingan, serta kontraktor bagi 

hasil dan kontrak kerja sama, dan pinjaman/bantuan 

luar negeri yang diterima pemerintah pusat, sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

d. evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola dan laporan 

akuntabilitas kinerja pada badan usaha milik negara, 

badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan 

pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas 

permintaan pemangku kepentingan, sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-perundangan; 

e. pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan 

kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, 

pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas 

penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas 

pengeluaran keuangan negara/daerah serta 

pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang 

seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh 

anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk 

badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya 

terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain 

dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah 

serta akuntabilitas pembiayaan keuangan 

negara/daerah; 

f. pengawasan intern terhadap perencanaan dan 

pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah; 
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